
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG 
PROVfNSI ACE:1-1 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

TENTANG 
PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai k etentuan Pasal 320 ayat (1) Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
ter akhir den gan Undang-undan g Nomor 9 Tahun 2015 
dan Pasal 194 ayal { 1) Pera tu r an Pem erintah Nomor 12 
Tahun 2019 tcnlang Pengelolaan Keuanga1't Daerah, 
Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyusun dan 
menyampaikan Rancan gan Qanun ten tang 
Pertan ggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Kabupa len Aceh T,tmiang 
Tahun Anggaran 2020 kepada D ewan Perwakilan 
Rakyat Kabupalen Aceh Tamiang sebagai salah satu 
bentuk laporan penyelc nggaraan pemerintah an; 

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu mernbentuk Qanun tentang 
Pcrtanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Kabupaten Aceh Tamiang 
Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelcnggara Negara yang Bcrsih dan Bcbas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . Undang-undang ... ~ 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pemben tuka n Ka bupatcn Acch Barat Daya, Kabupa ten 
Gayo Lues, Ka bupaten Aceh J aya , Kabupaten Nagan 
Raya da n Ka bupaten Aceh Ta mia ng di Propinsi 
Na nggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4179); 

4. Uncla ng-Unclan g Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7 . Unda ng-Undan g Nomor 25 Ta hun 2004 tentan g Sistem 
Perencanaa n Pembanguna n Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Unda ng-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimba ngan Keua n gan Anlara Pemerintah Pusat clan 
Pemerinta ha n Daera h (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2004 Nomor 126 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9 . Unda ng-Undang Nomor 1 1 Ta hun 2006 tentang 
Pem erinta ha n Acch (Lemba ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomo r 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

10. Undang-Unda ng Nomor 28 Ta hun 2009 tentang Pajak 
Daera h cla n Retribus i Daera h (Lemba ra n Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2009 Nomor 130 , Tamba ha n 
Lembar a n Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

11. Undan g-Undan g Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des a 
(Lemba ra n Negara Republik Indonesia Ta hun 2014 
Nomor 7 Tamba han Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Nomor 549 5); 

12. Undang-Undang ... j 
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 
RepubW< Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RepubW< Indonesia Nomor 
5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keu angan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 2 l0, Tambah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umwn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pe1ubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umwn (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta hun 2005 tentang 
Da na Perirnbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peratura.n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

17. Peratura n Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 5 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minima l (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 15 0, Tambahan 
Lembara n Negara Republi.k Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan ... I 

i 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negar a Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

19 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165; 

21. Pe ratura n Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

22 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Ba rang Milik Negara/Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Ha k Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daera h (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Ta mbahan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

26. Pera tu ra n Pemerinta h Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan ... 1 
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27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J a sa Pemerintah, s ebagaimana 
telah diuba h beberapa kali, tera khir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Ta hun 2 021 tenta ng Perubaha n 
Keen am alas Pera tu ra n Presiden Nomor 54 Ta hun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Sta ndar Akuntansi Pemerinta han 
Berbasis Akrua l pa da Pemerintah Daerah; 

29 . Pe ra tura n Men teri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Ta hun 20 19 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
d an Belanja Da erah Tahun Anggar an 2020; 

3 1. Qa nun Ka bupa ten Aceh Tarniang Nomor 4 Tahun 2021 
tenta ng Pengelolaan Ba rang Milik Daerah (Lembaran 
Kabupaten Aceh Ta miang Tahun 2021 Nomor 4, 
Tambaha n Lembara n Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 
53); 

32. Qa nun Ka bu pa ten Aceh Ta miang Nomor 4 Ta h u n 2017 
tentang Ha k Keu a ngan dan Adminis tra tif Pimpina n dan 
Anggota Dewan Perwa kilan Rakyat Kabupaten Aceh 
Ta miang (Lembara n Ka bupaten Aceh Tamiang Tal1un 
2017 Nomor 4 , Tamba ha n Lembaran Kabupaten Aceh 
Ta mia ng Nomor 46); 

33. Qanun Kabupa ten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 
tenta ng Anggara n Pe ncla pa tan d a n Belanja Ka bupa ten 
Aceh Ta mia ng Ta hun Anggaran 20 20; 

Dengan persetu ju a n bersama, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG 

da n 

BUPATI ACEH TAMIANG 

MEMUTUSKAN : 

Mcne ta pka n : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 20 20. 

Pasal 1 

Per tanggungjawaba n pe la ksan aan APBK berupa laporan 
keua ngan mcrnuat : 

a. Laporan ... ~ 
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a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
g . Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : 
a . Pendapatan Rp. l.201.824.622.623,03 
b . Belanja Rp. 1. 193.037.028.709,29 

Surplus/ (de fis it) Rp. 8 .787.593.913,74 
Pembiayaan: 

- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
SiLPA 

Rp. 
Rp. 

Rp . 
Rp. 

Pasal 3 

18.805.114.609,57 
3 .000.000.000,00 

15.805.114.609 ,57 
24.592.708.523,3 l 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 sebagaimana berikut: 
a . selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 26.567.529 .352,97, dcngan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran pendapatan : 
setelah perubahan Rp. 1.228.392.151.976,00 

2. realisasi Rp. 1.201.824.622.623,03 
selisih lebih/ (kurang) Rp. 26.567 .529.352,97 

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.51.160.237 .876,28, dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran belanja 

setelah perubahan 
2 . realisasi 

selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 1.244.197 .266.585,57 
Rp. 1. 193.037.028.709,29 
Rp. 51.160.237.876,28 

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) 
setelah perubahan sejumlah Rp.(24.592.708.523,31), 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. anggaran surplus /(defisit) 

setelah perubahan 
2. realisasi 

selisih lebih/ (kurang) 

Rp. (1 5 .805.114.609,57) 
Rp 8.787.593.913,73 
Rp. (24.592. 708.523,31) 

d. selisih .... ~ 



- 7 -

d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan 
Pcmbiayaan sejumlah Rp.0,00, dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. a nggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 18.805.114.609,57 
2 . realisasi Rp. 18.805.114.609,57 

selisih lebih/ (kurang) Rp 0 ,00 

e . selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran 

f. 

Pembiayaan sejumla h Rp. 0,00, dengan rinc ian sebagai 
berikut: 
1. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00 
2. realisasi Rp. 3.000.000.000,00 

selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00 

selis ih anggaran clengan realisasi pembiayaan n e tto 
sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. anggaran pembiayaan netto 

setelah pe rubahan Rp. 15.805.114.609,57 
2 . reali sasi _R"""p_. __ l-'-5_. 8"-0"-5""'.'--1'--1_4_. ""'"6""'"0-'--9_._, 5'--'--7 

selis ih lebih/ (kurang) Rp. 0,00 

Pasal4 

Lapora n Perubah an Saldo Anggaran 
dirnaksud da lam Pasal 1 huruf b per 
d engan rinc ian sebagai berikut: 

Lebih sebagaimana 
31 Desember 2020, 

a . Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 
b. Pen ggunaan SAL sebagai 

Penerimaa n Pembiayaan 
Ta hun Berjalan Rp. 
Sub Total Rp. 

c. Sisa Lebih/ Kura n g 
Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA) 
Sub Total 

d. Koreksi Kesalahan 
Pembukuan Tahun 

Rp. 
Rp. 

Sebelumnya Rp. 
Lain- la in Rp. 
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 

Pasal 5 

18.805 .114.609,57 

18.805.114.609,57 
0,00 

24 .594.540.451,31 
24.594.540.451,3 1 

0,00 
( 1.83 1. 928,00) 

24.592.708.523,3 1 

Neraca sebagaimana dima ksud da la m Pasal 1 huruf c per 
31 Desem ber 2020 dengan rincian se bagai beriku t : 

a . Jumlah Aset .. ·l 
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a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas 

Pasal6 

Rp. 2.581.274.216.900,38 
Rp. 28.043.832.613,07 
Rp. 2 .553 .230.384.287,3 1 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai den gan 31 
Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut: 
a . Kegiatan Operasional 

Pendapatan 
Behan 
Surplus/Defisit dari Operasi 

b. Kegiatan Non Operasional 
Surplus/Defisit dari Kegiatan 

Rp. 1.209.256.262 .55 7,83 
Rp. l.115.054.304.898,72 
Rp. 94.201.957.659,11 

Non Operasional Rp. 24. 748.000,00 

94.226.705.659, 11 
0,00 

94.226.705.659,11 

Surplus/Defisit Sebelum 
Pos Luar Biasa 

c. Pos Luar Biasa 
Surplus/Defisit - LO 

Pasal 7 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Laporan Arus Ka s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2020, dengan rincian sebaga i berikut: 
a. Saldo kas awal 

per 1 J anuari tahun 2020 
b. Arus Kas Bersih dari 

a ktivi tas operasi 

c . Arus Kas Bersih dari aktivitas 

Rp. 20.205.903.454,57 

Rp. 195.823 .358.749,58 

[nvestasi/aset non keuangan Rp. (1 90.035 .764 .835,84) 
d. Arus Kas Bersih dari 

aktivitas pembiayaan/ 
pendanaan 

e. Arus Kas Bersih dari 
aktivitas non anggaran/ 
tran si toris 

f. Kas di Bendahara Penerimaan 
g. Kas di Bendahara Pengeluaran 
h. Kas di BLUD 

J. 
Kas di Bendahara FKTP (JKN) 
Kas Dana BOS 

k. Saldo kas akhir 
per 31 Desember 2020 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

0,00 

(1. 20 6 .187 .299,00) 
1.693.500,00 

23.718.277,00 
9 .897.120.523,29 
3 .346.901.4 18,86 

196.598.629,00 

24 .787.310.069,31 

Pasal 8 .. ·\ 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaima na dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf f untuk per iode yang bera khir sampai dc ngan 
31 Desember Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut: 
a . Ekuitas Awal Rp. 2 .617 .565.064.361,60 
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 94.226.705.659, 11 
c. Pendapatan 

yang Ditangguhkan Rp. 0 ,00 
d. Dampak Kumulatif 

Perubahan Kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar Rp. (158.561.385.733,40) 

Rp. 2.553.230.384.287,31 e. Ekuitas Akhir 

Pasal9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dima ksud 
dalam Pasal 1 huruf g Tahun Angga ran 2020 memuat 
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitas atas 
pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaa n Anggaran Pendapatan 
Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari : 
a . Lampiran I 
b. Lampiran I. 1 

c. Lampiran 1.2 

d. Lampiran I . 3 

e. Lampiran 1.4 

f. Lampiran II 

g. Lam piran Ill 
h. Lampiran IV 
1. La mpiran V 
J. Lampiran VI 

: Laporan Realisasi Anggara n; 
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggara n 

menurut urusa n pemerinta h a n dacrah 
dan orga nisasi; 

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran 
menurut urusan peme rintahan daerah, 
organisasi, pendapa tan , belanja dan 
pem biayaan; 

: Reka pitulasi Realisasi Anggara n 
Belanja Daera h m enurut urusan 
pemerintaha n daerah , organ1sas1, 
program dan kegia tan; 

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Bela nja 
Dae ra h untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan Pemerintahan 
daerah da n f ungsi d a lam kerangka 
pengelolaan keu a ngan negara; 

: Laporan Perubah a n Saldo Anggaran 
Lebih; 

: Laporan Operasional; 
: La po ra n Perubahan Ekuitas; 
: Neraca; 
: Laporan Arus Kas; 

k. Lampiran VII. .. t 



k. Lam piran VII 
I. Lampira n VIII 
m. Lampiran IX 

n. Lampiran X 

0. Lampiran XI 

- IO -

: Catatan Atas Laporan Keuangan; 
: Daftar rekapitulasi piu tang daerah; 
: Daftar reka pitulasi penyisihan piutan g 

tidak te r tagih; 
: Daflar rekapitulasi dana bergulir clan 

penyisihan dana be rgu lir; 
: Daftar Penyertaan Modal (investasi} 

daerah; 
p. La mpiran XII : Da fta r rekapitulasi realisasi 

penambahan d an pengurangan aset 
tetap daerah; 

q. La mpiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 
r. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

dae rah; 
s . Lampiran XV : Dafta r rekapitulasi aset la innya; 
t. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daera h; 
u. Lampiran XVII : Dafta r k ewajiba n jangka pendek; 
v. Lampiran XVIII: Dafta r kewajiban jangka panjan g; 
w. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kemba li d a lam tahun 
a nggaran berikutnya; 

x. Lampira n XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan 
Usah a Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah. 

Pasal 11 

Bupati m en etapkan Pe raturan Bupati te nta ng penjaba ran 
pe r tanggungjawaba n pelaksan aan Anggaran Pendapatan 
Belanja Kabupaten sebagai rincian le bih lanjut d a ri 
perta n ggungjawaban pelaksanaan Anggara n Pendapata n 
Belanja Kabupaten. 

Pasal 12 

Qa nun ini mulai berla ku pa da tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Kabupalen Aceh Tamiang. 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal, 21 Juli 2021 M 

Diundangkan di Karang Baru 

l l Dzulhijjah 1442 H BUPA~:1__ 
'¥\ zr MURSIL 

pada tanggal, 21 Juli 202 1 M 
11 Dzulhijjah l442 H 

~ ~ SEKRETARIS DAERJ\H 

'\~ KABU~ ANG, 

ASRA 

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 10 

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINS! ACEH: (10/77 /2021) 


